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ABSTRAK: - Human     Immunodeficiency     Virus    (HIV) merupakan virus  perusak  
sistem  kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, 
dan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi Acquired  
Immune  Deficiency  Syndrome  (AIDS), sehingga dapat mengancam derajat 
kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia. penularan   
Human     Immunodeficiency     Virus  (HIV) semakin meluas, tanpa 
mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat 
signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, 
sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan. Kabupaten 
Blora merupakan salah satu wilayah daerah di Jawa Tengah yang 
mendapat perhatian khusus atas perkembangan Human     
Immunodeficiency     Virus    (HIV) dan  Acquired  Immune  Deficiency  
Syndrome  (AIDS) yang memperlihatkan kecenderungan adanya 
peningkatan jumlah kasus Human     Immunodeficiency     Virus    (HIV)  dan 
Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome  (AIDS). berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human     
Immunodeficiency     Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome.  

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang   Nomor   
1   Tahun   1970   tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  
2004  tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan   Kitab   
Undang-Undang  Hukum   Acara   Pidana sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana; Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah; Peraturan Pemerintah 



Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu 
Narkotika; Peraturan Presiden Nomor 75  Tahun 2006 tentang Komisi 
Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome Nasional 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75  Tahun 2006 
tentang Komisi Acquired Immune Deficiency Syndrome Nasional; Peraturan  
Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  5 Tahun 2009 tentang 
Penanggulangan Human     Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune 
Deficiency Syndrome; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 19 
Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 
 

 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: batasan istilah yang digunakan 
dalam pengaturan tentang Penanggulangan Human     Immunodeficiency 
Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome. Asas, maksud dan 
tujuan. Prinsip dan startegi dalam penangulangan HIV dan AIDS. 
Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS. Pendanaan. Komisi 
penanggulangan AIDS daerah. Pemberdayaan masyarakat pencegahan dan 
peanggulangan epidemi HIV. Pencatatan dan pelaporan semua kegiatan 
penanggulangan HIV dan AIDS. Peran, hak dan tanggungjawab penderita 
HIV dan AIDS. Larangan. Sanksi administratif. Ketentuan penyidikan. 
Ketentuan pidana.  

 
CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan, 12 

Desember  2019. 
- Penjelasan: 7 hlm. 


